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ABSTRAK 

 

Tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (Studi Kasus Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama 

Tulungagung)” ini ditulis oleh Septi Wulan Sari dengan dibimbing oleh Dr. Agus 

Eko Sujianto, S.E, M.M dan Dr. Iffatin Nur, M.Ag 

 

Kata Kunci: Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Sengketa Wakaf, 

Pengadilan Agama 

 

Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi berupa banyaknya tumpukan 

perkara di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berusaha membuat aturan agar 

perkara sengketa wakaf selesai di ranah non litigasi dengan menggunakan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Salah satunya yakni 

dengan mengintregasikan mediasi dalam proses beracara di pengadilan. 

Harapannya ketika mediasi dalam sengket wakaf ini berhasil maka dapat 

mengurangi beban pengadilan.    

Fokus dan pertanyaan penelitian dalam kajian ini (1) Bagaimana 

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung? (2) 

Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di 

Pengadilan Agama Tulungagung? (3) Bagaimana Kendala terhadap Implementasi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama 

Tulungagung? (4) Bagaimana Solusi terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama 

Tulungagung?  

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan hukum, 

pola pikirm sikap dan pengalaman. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

membuka pemahaman utamanya bagi orang yang berperkara bahwa penyelesaian 

sengketa wakaf itu tidak hanya melalui jalan pengadilan. Melalui jalan non litigasi 

seperti halnya mediasi merupakan salah satu cara agar permasalahan wakaf yang 
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terjadi akan menemui titik temu dan menguntungkan kedua belah pihak yang 

bersengketa, serta tanpa menghabiskan waktu dan biaya, serta prosesnya yang 

sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa (1) 

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung 

dalam kasus sengketa wakaf sudah lebih baik. Mediator yang bertugas merupakan 

hakim mediator, namun ada beberapa yang belum dilaksanakan seperti resume 

mediasi sengketa wakaf dan belum optimlanya pra mediasi, serta di sinipun juga 

telah melaporkan hasil bahwa mediasi sengketa wakaf tidak berhasil (2) 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam masalah mediasi sengketa 

wakaf belum terlalu diterapkan, Undang-Undang disini belum maksimal karena 

memang mediasi lebih khusus diatur dalam PERMA, sehingga mediator 

menyatakan kecenderungan memakai PERMA dalam memediasi sengketa wakaf. 

(3) Kendala yang terjadi ini terdapat faktor teknis dan non teknis, faktor teknisnya 

seperti dominan pemakaian PERMA daripada Undang-undang, proses pra mediasi 

yang belum maksimal, serta kurangnya koordinasi dengan pihak pengadilan, 

PPAIW dan Mediator. Dalam faktor non teknis lebih menekankan pada 

ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi, kurangnya pemahaman tentang 

pentingnya mediasi dan ada campur tangan masyarakat dalam sengketa wakaf. (4) 

Solusi yang bisa ditawarkan yakni mengintregasikan atau mengkombinasikan 

aturan PERMA dengan Undang-Undang, mengoptimalkan pra mediasi, 

meningkatkan koordinasi antara mediator, pengadilan dan PPAIW, serta hakim 

selalu menjelaskan pentingnya mediasi sengketa wakaf kepada para pihak dan 

dilakukan pengukuran ulang dalam sengketa tanah wakaf. 
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ABSTRACT 

 

Thesis with title "Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 

Year 2016 on Mediation Procedure in Court and Law Number 30 Year 1999 on 

Arbitration and Alternative Dispute Settlement (Case Study of Dispute Dispute in 

Tulungagung Religious Court)" is written by Septi Wulan Sari guided by Dr. 

Agus Eko Sujianto, S.E, M.M and Dr. Ir. Iffatin Nur, M.Ag 

 

Keywords: Mediation, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, Law 

Number 30 Year 1999, Waqf Dispute, Religious Court 

 

The research in this thesis is based on the number of piles of cases in the 

Religious Courts. The Supreme Court seeks to make the rules for disputes over 

endowments in non-litigation domains using Supreme Court Regulation No. 1 of 

2016 on Mediation Procedures in Courts and Law No. 30 of 1999. One of them is 

by intercourse the mediation in the proceedings in the courts. The hope that when 

mediation in the wakaf clutch is successful then it can reduce the burden of the 

court. 

Focus and research questions in this study (1) How is the implementation of 

Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in Waqf 

Dispute in Tulungagung Religious Court? (2) How is the Implementation of Law 

Number 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Settlement 

in Waqf Dispute in Tulungagung Religious Court? (3) What are the Constraints to 

the Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 

concerning Mediation Procedure in Court and Law Number 30 Year 1999 

regarding Arbitration and Alternative Dispute Settlement in Waqf Dispute in 

Tulungagung Religious Court? (4) How is the Solution to the Implementation of 

Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 concerning Mediation Procedure 

in Court and Law Number 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternative 

Dispute Settlement in Waqf Dispute in Tulungagung Religious Court? 

This research is useful for the author to add legal insight, mindset attitude 

and experience. In addition, this research is expected to open the main 

understanding for the litigants that the settlement of the endowment dispute is not 

only through the way of the court. Through non-litigation roads such as mediation 

is one way that the problems of endowments that occur will meet the common 

ground and benefit both parties in dispute, and without spending time and cost, 

and the process is simple. 

Based on the result of the research, it can be concluded that (1) 

Implementation of PERMA Number 1 of 2016 in Tulungagung Religious Court in 

case of Waqf dispute is better. The mediator is a mediator's judge, but there are 

some that have not been implemented such as the mediation of the dispute 

mediation dispute and the lack of pre-mediation mediation, and also have reported 

the result that mediation of Waqf disputes is unsuccessful (2) Implementation of 

Law Number 30 Year 1999 on Arbitration And Alternative Dispute Settlement, 

especially in the case of mediation of Waqf disputes has not been applied yet, the 

law here is not maximal because it is more specifically mediated in PERMA, so 
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the mediator expressed the tendency to use PERMA in mediating the dispute over 

Waqf. (3) The obstacles that occur are technical and non technical factors, 

technical factors such as the dominant use of PERMA than the law, pre-mediation 

process that has not been maximized, and lack of coordination with the court, 

PPAIW and Mediator. In non-technical factors more emphasis on the absence of 

the parties in the mediation process, lack of understanding of the importance of 

mediation and there is interference in the community dispute Waqf. (4) Solutions 

that can be offered that integrate PERMA rules with laws, optimize pre-

mediation, improve coordination between mediators, courts and PPAIW, and 

judges always explain the importance of mediation of Waqf disputes to the parties 

and re-measurements in land dispute Waqf. 
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 أُِخض

 

ثشإٔ إعشاءاد اُٞعبؿخ ك٢  6112ُؼبّ  1ثؼ٘ٞإ "ر٘ل٤ز لائؾخ أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب سهْ 

اُزؾ٤ٌْ ٝرغ٣ٞخ أُ٘بصػبد اُجذ٣ِخ )دساعخ ؽبُخ  ثشإٔ 1111ع٘خ  ٤01خ ٝاُوٕ٘ٞ سهْأُؾبًٔ

أؿٞط إ٣ٌٞ  اُذًٝزٞس ًزجٚ ع٤جز٢ ٝٝلإ عبس١ ثو٤بدح اُذ٤٘٣خ رُٞٞٗـبؿٞٗؾ ٓؾٌٔخ ك٢ اعاُ٘ض

 الاعلا٤ٓخإكبر٤ٖ ٗٞس ُذًٝزٞسٝاهزظبد١  عٞع٤بٗزٞ

 

ع٘خ  01اُوٕ٘ٞ سهْ  ،6112ُغ٘خ  1: اُٞعبؿخ، لائؾخ أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب سهْ ٔلزبػ اُ خأٌُِ

 أُؾبًْ اُذ٤٘٣خ، ٗضاع اُوق، 1111

 

٣ٝغز٘ذ اُجؾش ك٢ ٛزٙ اُشعبُخ ػ٠ِ ػذد أًٞاّ ٖٓ اُوؼب٣ب ك٢ أُؾبًْ اُذ٤٘٣خ. ٝرؾبٍٝ 

أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب إٔ رغٟٞ هٞاػذ اُوؼ٤خ ك٢ ٓغبٍ ػذّ اُزوبػ٢ ثبعزخذاّ لائؾخ أُؾٌٔخ 

ثشإٔ إعشاءاد اُٞعبؿخ ك٢  أُؾٌٔخ  إعشاءاد اُٞعبؿخ ك٢ ثشإٔ 6112ُؼبّ  1سهْ اُؼ٤ِب 

. ٝاؽذ ٜٓ٘ب ٛٞ دٓظ اُٞعبؿخ ك٢ الإعشاءاد ك٢ 1111ع٘خ  01سهْ ٤خ ٝاُوٕ٘ٞأُؾبًٔ

 أُؾٌٔخ. الأَٓ ػ٘ذ ٗغبػ ٛزٙ اُٞعبؿخ صْ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وَِ ٖٓ ػتء أُؾٌٔخ.

ُغ٘خ  1( ٤ًق ٣زْ ر٘ل٤ز لائؾخ أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب سهْ 1)ذساعخ اعئِخ اُزش٤ًض ٝاُجؾٞد ك٠ اُ

( ٤ًق 6اُذ٤٘٣خ ك٢ رُٞٞٗـبعٞٗظ؟ )أُؾٌٔخ  ٗضاع اُوق ثشإٔ إعشاءاد اُٞعبؿخ ك٢ 6112

 ٗضاع اُوق ك٢اُزؾ٤ٌْ ٝرغ٣ٞخ أُ٘بصػبد اُجذ٣ِخ  ثشإٔ 1111ع٘خ  01ٝاُوٕ٘ٞ سه٣ْزْ ر٘ل٤ز 

( ٓب ٢ٛ اُو٤ٞد أُلشٝػخ ػ٠ِ ر٘ل٤ز لائؾخ أُؾٌٔخ 0) أُؾٌٔخ اُذ٤٘٣خ ك٢ رُٞٞٗـبعٞٗظ

 1111ع٘خ  ٤01خ ٝاُوٕ٘ٞ سهْثشإٔ إعشاءاد اُٞعبؿخ ك٢ أُؾبًٔ 6112ُؼبّ  1اُؼ٤ِب سهْ 

؟ أُؾٌٔخ اُذ٤٘٣خ ك٢ رُٞٞٗـبعٞٗظ اُوق ٗضاع اُوق اُزؾ٤ٌْ ٝرغ٣ٞخ أُ٘بصػبد اُجذ٣ِخ  ثشإٔ

ثشإٔ إعشاءاد اُٞعبؿخ ك٢  6112 ُؼبّ  1( ٓب ٛٞ اُؾَ ُز٘ل٤ز لائؾخ أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب سهْ 4)

 ٗضاع اُوقاُزؾ٤ٌْ ٝرغ٣ٞخ أُ٘بصػبد اُجذ٣ِخ  ثشإٔ 1111ع٘خ  ٤01خ ٝاُوٕ٘ٞ سهْأُؾبًٔ

 ك٢ ٓؾبًْ رُٞٞٗـبؿٞٗؾ اُذ٤٘٣خ؟

ٛزا اُجؾش ٓل٤ذ ُِٔؤُق لإػبكخ اُجظ٤شح اُوب٤ٗٞٗخ، ٓٞهق ػو٤ِخ ٝاُخجشح. ٝثبلإػبكخ 

إ٠ُ رُي، ٖٓ أُزٞهغ إٔ ٣لزؼ ٛزا اُجؾش رلٜٔٚ اُشئ٤غ٢ ُِٔزوبػ٤ٖ ثإٔ رغ٣ٞخ أُ٘بصػبد 

أُؾبًْ. ٖٓ خلاٍ اُـشم ؿ٤ش اُزوبػ٢ ٓضَ اُٞعبؿخ ٢ٛ ؿش٣وخ ٤ُغذ كوؾ ػٖ ؿش٣ن 

ٝاؽذح إٔ أُشبًَ اُز٢ رؾذس عٞف روبثَ اُزوبؿغ ٝالاعزلبدح ٖٓ اُ٘ضاػ٤ٖ، ٝدٕٝ إٗلبم 

 اُٞهذ ٝأُبٍ، ٝٛزٙ اُؼ٤ِٔخ ثغ٤ـخ.

ك٢  6112ٖٓ ػبّ  1( ر٘ل٤ز ث٤شٓب ػذد 1ٝث٘بء ػ٠ِ ٗز٤غخ اُجؾش، ٣ٌٖٔ اعز٘زبط إٔ )

اُٞع٤ؾ ٛٞ هبػ٢ ٝع٤ؾ،  ٛٞ أكؼَ. ؽبُخ ٗضاع الاٝهبف ك٢ اُذ٤٘٣خ رُٞٞٗـبؿٞٗؾأُؾٌٔخ 

 ٌُٖٝ ٛ٘بى ثؼغ اُز٢ ُْ ٣زْ ر٘ل٤زٛب ٓضَ اعزئ٘بف اُٞعبؿخ ُْٝ ٣زْ رؾغ٤ٜ٘ب هجَ اُٞعبؿخ

غخ إٔ اُٞعبؿخ ك٠ ٗضاػبد اُجذِٟخ ُْ ٝػذّ ٝعٞد ٝعبؿخ، ًٔبأثِـذ ػٖ ٗز٤، ٘ضاعؽٍٞ اُ

اُزؾ٤ٌْ ٝرغ٣ٞخ أُ٘بصػبد اُجذ٣ِخ ُْ ٣زْ  ثشإٔ 1111ع٘خ  01ٝاُوٕ٘ٞ سهْ ( ر٘ل٤ز6. )رزغؼ

الاإٔ اُوبٕٗٞ ٛزا٤ُظ ٗضاع الاٝهبف،  رـج٤ن اُزغ٣ٞخ ؽز٠ الإ، خبطخ ك٠ ؽبُخ اُٞعبؿخ ك٠

هظٟٞ لاٗٚ ٣زْ ثٞعبؿخ أًضش رؾذ٣ذا ك٠ ث٤شٓب، ُزُي أػشة اُٞع٤ؾ ػٖ ا٤َُٔ لاعزخذاّ 

 آَ اُزل٤٘خ ٓضَرؾذد ٢ٛ اُؼٞ ( ٝاُؼوجبد اُز0٢. )٠ِ اُٞهقث٤شٓب ك٠ اُزٞعؾ ك٠ اُ٘ضاع ػ

الاعزخذاّ اُغئذٍ ث٤شٓب ٖٓ اُوٕ٘ٞ، ٝػ٤ِٔخ ٓبهجَ اُٞعبؿخ اُز٠ ُْ ٣زْ رؼظ٤ٜٔب، ٝػذّ 

أٓبك٠ اُؼٞآَ ؿ٤شاُل٤٘ٚ، كئٕ اُزش٤ًضأًضشػ٠ِ ؿ٤بة اُز٘غ٤ن ٓغ أُؾٌٔٚ ٝٗب٣ٞٝاُٞع٤ؾ،
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( اُؾٍِٞ 4. )٤خ اُٞعبؿخ،ٝٛ٘بى رذرٍ ك٠ اُٞهقالاؿشاف ك٠ ػ٤ِٔخ اُٞعبؿخ، ٝػذّ كْٜ أٛٔ

اُز٢ ٣ٌٖٔ روذ٣ٜٔب ٢ٛ دٓظ أٝ اُغٔغ ث٤ٖ هٞاػذ ث٤شٓب ك٢ ع٤بعخ اُؼذاُخ ُِٔؾٌٔخ، ٝاُٞعبؿخ 

أُغجوخ، ٝرؾغ٤ٖ اُز٘غ٤ن ث٤ٖ اُٞعـبء ٝأُؾبًْ، ٝاُوؼبح ٣ششؽٕٞ دائٔب أ٤ٔٛخ اُٞعبؿخ 

 هقٝاػبدح اُو٤بط ك٠ اُ٘ضاع ػ٠ِ ا٥ساػ٠ اُٞ ُِـشك٤ٖ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




